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PEDOMAN TRANSLITERASI 
1. Konsonan 
 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث sa ṡ Es (dengan titik di  atas) 
ج jim j Je 
ح ha ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ kha kh Ka dan ha 
د dal d De 
ذ zal ż Zet (dengan titik di atas) 
ر ra r Er 
ز zai z Zet 
س sin s Es 
ش syin sy Es dan ye 
ص sad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض dad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ta ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ za ẓ Zet (dengan titik di bawah)  
ع „ain „ Apostrof terbalik 
 
 
 
 
 
 
غ gain g Ge 
ف fa f Ef 
ق qaf q Qi 
ك kaf k Ka 
ل lam l El 
م mim m Em 
ن nun n En 
و wau w We 
ه ha h Ha 
ء hamzah , Apostof 
ي ya y Ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 
tanda ( ̕ ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 
tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 اَ  fatḥah a a 
 اِ  
kasrah i i 
 اُ  ḍammah u u 
 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabung anantara 
harakat dan huruf, trans literasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 اَ  
 
fatḥahdanyā‟ 
 
ai 
 
a dan i 
 
 وْ اَ  
 
fatḥahdanwau 
 
au 
 
a dan u 
 
 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 
HarkatdanHuruf 
 
Nama 
 
HurufdanTanda 
 
Nama 
 
... َا |... َ  
fatḥah dan 
alifatauyā‟ 
ā 
a dan garis di 
atas 
  Kasrah dan yā‟ i 
i dan garis di 
atas 
وى 
ḍammah dan 
wau 
ū 
u dan garis di 
atas 
 
4. Tā‟ Marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’marbūṭaha da dua, yaitu: tā’marbūṭah yang hidup 
atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan tā’marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
tā’marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 
 
 
 
 
 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid ( ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 
dengan perulangan huruf (konsonanganda) yang di beri tanda syaddah. 
Jika huruf ىber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah ( ىّ ىِ ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi (i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال  
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 
langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ̕ ) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak 
lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an 
(dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
 
 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 
ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafẓ al-Jalālah(الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍāfilaih (frase nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
Adapun tā’marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf  Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf – huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 
penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia 
yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 
menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf 
pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal 
nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada 
awal kalimat, maka huruf Adari kata sandang tersebut menggunakan huruf 
kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari 
judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis 
dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 
 
 
ABSTRAK 
NAMA :  AMRI 
NIM : 10100113021 
JUDUL SKRIPSI : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENANGANAN 
PERKARA POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA 
SUNGGUMINASA 
Perkawinan poligami adalah suatu perkawinan seorang suami yang 
memiliki istri lebih dari satu atau maksimal empat istri yang memiliki dasar 
hukum dalam hukum islam yaitu pada Al-Qur’an surat An-nisa: 3 dan surat An-
Nahl: 90 dan juga didalam Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan. dan yang menjadi judul Skripsi penulis adalah Pertimbangan Hakim 
Dalam Penanganan Perkara Poligami di Pengadilan Agama Sungguminasa. 
Adapun dua sub masalah yang penulis bahas adalah: Pertama, Bagaimana 
Prosedur Penanganan Kasus Poligami pada Pengadilan Agama Sungguminasa? 
dan Kedua, Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Permohonan Perkara Izin 
Poligami di Pengadilan Agama Sungguminasa ? 
Dalam penelitian ini penulis mengunakan pendekatan yuridis dan 
pendekatan sosiologis. Menurut harfiahnya pendekatan yuridis adalah melihat 
atau memandang suatu hal yang ada dari aspek atau segi hukumnya terutama 
peraturan perundang - undangan. Sedangkan pendekatan sosiologis adalah sesuatu 
yang ada dan terjadi dalam kehidupan masyarakat, Dengan demikian yuridis 
sosiologis adalah suatu pendekatan dengan cara pandang dari aspek hukum 
mengenai segala sesuatu yang terjadi di masyarakat yang berakibat hukum untuk 
dihubungkan dengan peraturan perundang - undangan yang ada. 
Hukum acara peradilan agama tentang penanganan kasus poligami tidak 
jauh beda dengan penanganan penyelesaian kasus perdata di pengadilan agama 
yang lainnya. Mulai masuknya gugatan sampai penetapan. Sedangkan yang 
menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara kasus 
poligami adalah pasal 4 ayat 1 undang-undang no.1 tahun 1974, pasal 2 dan pasal 
5 undang-undang no.1 tahun 1974 pasal 55 ayat 2 dan pasal 58 ayat 1,pasal 35 
dan pasal 37 undang-undang no.1 tahun 1974 jo. Pasal 94 ayat (1 dan 2) kompilasi 
hukum Islam, dan pasal 89 ayat 1 undang-undang no.7 tahun 1989, dengan no.3 
tahun 2006. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Di dalam Al-
Qur’an dijumpai tidak kurang dari delapan puluh ayat yang berbicara tentang 
perkawinan, baik yang memakai kata Nikah maupun yang menggunakan kata 
zawwaja (berpasangan). Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan kepada 
manusia bagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar perkawinan itu dapat 
menjadi jembatan yang mengantarkan manusia, laki-laki dan perempuan menuju 
kehidupan sakinah (damai, tenang dan bahagia) yang di ridhai Allah.
1
 
Untuk itu merumuskan sejumlah ketentuan yang harus dijadikan pedoman 
meliputi peminangan, penentuan mahar, cara ijab qabul, hubungan suami istri, 
serta pengaturan hak dan kewajiban keduanya dalam rumah tangga .salah satu 
bentuk perkawinan yang sering diperbincangankan dalam masyarakat muslim 
adalah poligami. 
Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) 
mengawini beberapa (lebih dari satu orang istri) dalam waktu yang bersamaan.
2
 
Kebalikan dari poligami ialah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang hanya 
membolehkan suami mempunyai satu istri. 
                                                 
1
Mohd.Idris Ramulyo, SH, MH, Hukum perkawinan Islam, edisi kedua (Jakarta : PT. 
Bumi Aksara, 1996), h. 176 
2
Rochayat Machali, Wacana Poligami Di Indonesia, (Bandung : PT. Mizan Pustaka, 
2005), h.46 
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Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola padang 
masyarakat terhadap kaum perempuan. Ketika masyarakat memandang 
kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya pada 
masa masyarakat yang memandang kedudukan dan derajat perempuan terhomat, 
poligami pun terkadang. Jadi, perkembangan poligami mengalami pasang surut 
mengikut tinggi rendahnya kedudukan dan derajat perempuan dimata masyarakat. 
Ketika Islam datang, kebiasaan poligami itu tidak serta merta dihapuskan. 
Namun, setelah ayat yang menyinggung soal poligami diwahyukan, Nabi lalu 
melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan petunjuk kandungan ayat. 
Seperti yang di sebutkan dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 3.3 
Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang laki-laki hanya boleh 
mempunyai seorang istri.Seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang 
suami (pasal 3 ayat (1)) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 
Apabila seorang suami hendak beristri lebih dari seorang, maka ia wajib 
mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya seperti 
dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 41 
PP No.9 tahun 1975 kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya 
dengan membawa kutipan Akta Nikah yang terdahulu dan surat-surat izin yang 
diperlukan. 
                                                 
3
Depertemen Agama Republik Indonesia, Al- Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung : PT. 
Sygma Examedia Arkanleena, 2009), h.77 
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Pengadilan Agama kemudian memeriksa hal-hal sebagaimana diatur 
dalam pasal 41 PP No.9 tahun 1975. Pengadilan Agama dalam melakukan 
pemeriksaan harus  memanggil dan mendengar keterangan istri yang 
bersangkutan sebagaimana diatur dalam pasal 42 ayat (1) PP No.9 tahun 1975. 
Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi permohonan 
untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan 
yang berbentuk izin untuk beristri lebih dari seorang kepada pemohon yang 
bersangkutan (pasal 14 peraturan Mahkamah Agung No.3 tahun 1975).
4
 
Oleh karena itu, ada juga beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh 
seorang suami agar dapat mengajukan permohonan izin poligami yaitu, 
persetujuan dari Istri atau para Istri, kepastian Jaminan Suami terhadap keperluan 
hidup Istri-istri dan Anak-anaknya, adanya Jaminan bahwa Suami akan berlaku 
Adil terhadap Istri-istri dan Anak-anaknya. 
Apabila kesemua syarat tersebut dianggap telah terpenuhi dan ada alasan 
sebagai dasar untuk poligami Pengadilan akan memberikan izin. Namun, dalam 
praktiknya, seringkali syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi tersebut  tidak 
ditaati oleh suami sepenuhnya . oleh karena itu, Pengadilan Agama tidak dapat 
memberikan izin poligami terhadap pihak yang mengajukan permohonan izin 
poligami tersebut dikarenakan tidak dipenuhinya semua syarat-syarat yang telah 
ditetapkan oleh Pengadilan Agama tersebut. 
 
                                                 
4
Mohd. Idris Ramulyo, SH, MH, Hukum Perkawinan Islam, h. 184 
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Agar pemberian izin oleh Pengadilan Agama tidak bertentangan dengan 
asas monogami yang dianut oleh Undang- Undang No.1 tahun 1974, maka 
Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin 
poligami harus berpedoman tentang prosedur berpoligami
5
 
Permohonan izin poligami harus bersifat kontensius, pihak istri 
didudukkan sebagai termohon. Alasan izin poligami yang diatur dalam pasal 4 
ayat (2) Undang- Undang No, 1 tahun 1974 bersifat fakultatif, bermaksud bila 
salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama dapat 
memberi izin poligami 
Persyaratan izin poligami yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang – 
Undang No, 1 tahun 1974b bersifat kumulatif, maksudnya pengadilan Agama 
hanya dapat memberi izin poligami apabila semua persyaratan tersebut telah 
dipenuhi 
Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan 
permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, atau harta 
bersama istri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan 
penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, istri 
atau istri-istrinya dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama 
 
                                                 
5
Mahkamah Agung Republik Indonesia, pedoman Teknis Administrasi dan 
TeknisPeradilan Agama, buku II, edisi revisi, (Jakarta : 2009), h.156 
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Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama 
yang digabung dengan permohonan izin poligami dan istri terdahulu tidak 
mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin 
poligami, maka permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat 
diterima. 
B. Rumusan Masalah 
Dilihat dari latar belakang diatas maka dalam penelitian ini terdapat pokok 
masalah yaitu Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Poligami pada 
Pengadilan Agama Sungguminasa, rumusan masalahnya yaitu : 
1. Bagaimana prosedur penanganan Kasus Poligami pada Pengadilan Agama 
Sungguminasa ? 
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Permohonan perkara izin 
Poligami di Pengadilan Agama Sungguminasa ? 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Identifikasi dan pembatasan masalah di sini digunakan peneliti untuk 
memberikan batasan masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalah pada 
dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam penanganan poligami pada 
Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Kasus terhadap Putusan Perkara Nomor 
248/Pdt.G/2016/PA Sgm.) .untuk menjelaskan konsep-konsep atau memberikan 
batasan masalah ada beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian. 
Adapun istilah yang dimaksud adalah: 
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1. “pertimbangan”, pendapat tentang baik dan buruknya tentang suatu hal. 
2. “hakim”,orang yang mengadili perkara ( dalam pemgadilan atau 
mahkamah). Hakim yang dimaksud disini adalah hakim pada pengadilan 
agama dan hakim pada pengadilan tinggi Agama. Secara etimologi 
merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu hakim. Yang berarti orang 
yang memberi putusan yang diistilahkan juga dengan qadhi. Hakim juga 
berarti orang melaksanakan hukum, karena hakim itu memang bertugas 
mencegah seseorang dari kedzaliman. Kata hakim dalam pemakaiannya 
disamakan dengan Qadhi yang berarti orang yang memutus perkara dan 
menetapkannya. 
3. “poligami”, ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini 
beberapa (lebih dari satu orang istri) dalam waktu yang bersamaan. 
4. “Pengadilan Agama Sunggumina”, lembaga pengadilan yang khusus 
menangani perkara bagi yang beragama Islam, yang berlokasi di Jl. Mesjid 
Raya No.3 Sungguminasa. 
Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 
Pertimbangan Hakim Dalam Menangani Permohonan Poligami pada Pengadilan 
Agama adalah pendapat dari hakim dalam memutuskan permohonan Izin 
Poligami berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan peraturan perundang 
Undangan. 
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D. Kajian Pustaka 
Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa 
literature yang ada kaitanya dengan judul skripsi ini, adapun literatur-literatur 
yang penulis baca dan kutip dalam menyelesaikan pembahasan ini diantaranya: 
Wacana poligami Di Indonesia, oleh Rochayat Machali : Buku ini 
menguraikan tentang beberapa aspek-aspek poligami seperti, yuridis normative, 
sosial, dan cultural. Buku ini juga menyuguhkan gambaran perkembangan 
poligami di Indonesia. Sedangkan pada tulisan ini, penulis lebih focus mengenai 
poligami penanganan poligami pada lembaga yang berwenang menangani 
masalah tersebut, dimana pada tulisan ini, penulis melakukan penelitian pada 
Pengadilan Agama Sungguminasa. 
Hukum islam di Indonesia, oleh Drs. Ahmad Rofid : Buku ini 
menguraikan tentang bagaimana alasan, syarat dan prosedur poligami berdasarkan 
pada undang- undang tentang perkawinan. Sedangkan pada tulisan ini, penulis 
tidak hanya menguraikan bagaimana alasan, syarat, dan prosedur poligami 
tersebut tetapi juga menguraikan bagaimana penanganannya secara langsung pada 
lembaga yang berwenang dalam menangani masalah poligami tersebut. 
Poligami Dalam Persfektif Hadis Nabi, oleh Drs. H. Muhammad Yahya, 
M.ag: Buku ini menguraikan tentang hadis- hadis nabi dan berbagai tinjauan 
poligami yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga poligami yang sesuai dengan 
hukum- hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan pada tulisan ini, penulis 
menguraikan tentang bagaimana pelaksanaan poligami yang dilakukan oleh pihak 
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yang ingin melakukanpoligami pada saat ini melalui lembaga yang berwenang 
yaitu Pengadilan Agama. 
Tafsir Ayat-Ayat Ahkam, oleh H.E. Syibli Syarjaya buku ini memjelaskan 
tentang Tafsir Ayat-Ayat Hukum yang membahas mengenai ayat tentang ibadah-
ibadah mahdah maupun ibadah lainnya, buku yang mengkaji ayat-ayat fikih 
darimana hukum-hukum di kaji dan di gali secara mendalam. 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku ini membahas pemikiran hukum 
islam di Indonesia, dengan adanya KHI terjadi perubahan pola dalam sistem 
hukum nasional yang keberadannya kini sebagian di dukung oleh unsur-unsur 
yang berasal dari norma-norma agama. 
Begitu juga halnya dengan Peraturan perundang-undangan perkawinan, 
seperti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah memuat 
aturan- aturan permohonan izin poligami agar tidak bertentangan dengan 
monogami. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 
1. Mengetahui bagaimana prosedur pelaksaan poligami pada Pengadilan 
Agama Sungguminasa. 
2. Mengetahui apakah ada pertimbangan hakim dalam mengabulkan 
permohonan izin poligami pada Pengadilan Agama Sungguminasa selain 
berdasarkan pada peraturan Undang- Undang yang ada. 
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Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Bagi Penulis 
Untuk mengembangkan displin ilmu yang telah ditempuh selama 4 
tahun terakhir dan untuk mengetahui lebih komprehensif khususnya 
pengetahuan tentang Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan 
Permohonan Suami Melaksanakan Perkawinan Poligami pada Pengadilan 
Agama Sungguminasa. 
 
2. Bagi dunia ilmu pengetahuan 
Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menambah referensi 
atas ilmu yang telah ada, memperluas wawasan dan memberikan informasi 
yang baru bagi pihak- pihak yang berkepentingan serta memperbanyak 
khazanah keilmuan. 
3. Bagi penegak hukum 
Diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini, penulis 
mengharapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat 
dipergunakan oleh penegak hukum dalam usaha penertiban hukum, 
sehingga mencegah terjadinya poligami yang sambrut dan dapat 
mengurangi praktik perkawinan yang bertentangan dengan hukum. 
10 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Pengertian Poligami 
Dari Wikipedia dijelaskan bahwa poligami merupakan praktik pernikahan 
kepada lebih dari satu wanita atau perkawinan yang banyak atau pemahaman 
tentang seorang laik- laki yang membagi kasih sayangnya terhadap beberapa 
wanita dengan menyunting atau menikahi wanita lebih dari satu orang.
1
 
Kata- kata Poligami terdiri dari kata “poli” dan “gami”.Secara etimologi, 
poli atrinya “banyak”, gami artinya “isrti”.Jadi, poligami itu artinya berisrti 
banyak.Secara terminology, poligami yaitu “seorang laki- laki mempunyai lebih 
dari satu orang isrti, atau seorang laki- laki berisrti lebih dari seorang, tetapi 
dibatasi paling banyak empat orang.
2
 
Dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu 
orang isrti, dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat orang isrti. 
Poligami dengan batasan empat orang isrti nampaknya lebih didukung oleh bukti 
sejarah.Karena Nabi melarang menikahi lebih dari empat orang isrti. 
Allah swt membolehkan berpoligami sampai dengan empat orang isrti 
dengan syarat berlaku adil kepada mereka.Yaitu adil dalam melayani isrti, seperti 
nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala yang bersifat lahiriah. 
                                                 
1
Muhammad Yahya, Poligami Dalam Persfektif HadisNabi SAW , (Makassar: Alauddin 
University Pers, 2013), h.3 
2
Abdu Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, h,129 
  
 
11 
 
 
 
 
 
B. Dasar Hukum Poligami 
Praktek poligami sudah menjadi fakta yang terjadi di masyarakat lama 
sebelum diutusnya Nabi Muhammad Saw. Seperti sudah diketahui bahwa Nabi 
Ibrahim a.s beristri Siti Hajar di samping Siti Sarah dengan alasan karena istri 
pertama belum memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim a.s Dalil naqli yang 
dijadikan landasan kebolehan poligami di sebagian kalangan umat Islam dari QS 
An-nisa‟/4:3 
                              
                             
3 
 
Terjemahnya : 
“Dan jika khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah 
perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika 
kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang 
saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu 
lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” 
 
Adapun Asbabun Nuzul dari ayat di atas adalah sebagaimana diriwayatkan 
oleh Imam Bukhari, Muslim Nasa‟I, dan Baihaqi bahwa Zubair bertanya kepada 
bibinya, Aisyah r.a tentang ayat ini, Aisyah berkata: “Ada seorang pria yang 
sedang mengurus dan memelihara anak yatim perempuan, dan dia berkeinginan 
untuk mengawininya karena kecantikan dan hartanya, tetapi dia tidak mampu 
                                                 
3
Departemen Agama, Al-Qur‟an dan Terjemahnya ( Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 
2005), h.77. 
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untuk memberikan maskawin yang layak bagi si anak yatim tersebut. Lalu, dia 
dilarang untuk mengawini anak yatim itu dan dipersilakan untuk mengawani 
wanita lain dua, tiga, atau empat (Wahbah Al-Zuhaeli: 3:233). 
Dalam ayat tersebut mengandung makna bahwa Allah Swt menerangkan 
tentang kewajiban memelihara anak yatim bersama hartanya dan diharuskan 
untuk menyerahkan harta tersebut kepadanya apabila dia telah balig dan dewasa, 
serta dilarang pula untuk memakan dan mencampuradukkan antara harta anak 
yatim dengan hartanya. Kemudian pada ayat ini, Allah melarang untuk mengawini 
anak yatim bila tidak mampu berlaku adil, atau hanya sekadar tertarik kepada 
hartanya saja. Oleh karena itu, jika dia mampu berlaku adil, lebih baik ia 
mengawini wanita lain yang dia suka dua, tiga, atau empat.
4
 
Dalam tafsir Ibnu Katsir ayat tersebut diatas ditafsirkan dalam beberapa 
poin diantaranya larangan menikahi anak yatim dengan mahar yang rendah yakni 
apabila di bawah pemeliharan salah seorang diantara kamu terdapat wanita yatim 
dan ia merasa takut tidak dapat memberikan mahar yang sebanding, maka carilah 
wanita lainnya. Selain itu ayat ini juga menjelaskan tentang pembatasan 
pernikahan dengan empat orang wanita atau mencukupkan diri dengan satu orang 
isrti saja apabila tidak dapat berlaku adil.
5
 
Setelah melarang mengambil dan memanfaatkan harta anak yatim secara 
aniaya, kini yang dilarang-Nya adalah berlaku aniaya terhadap pribadi anak-anak 
yatim itu. Karena itu ditegaskan bahwa: “Dan jika kamu takut tidak akan berlaku 
                                                 
4
H.E. Syibli Syarjaya, Tafsir Ayat-Ayat Ahkam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2008). H.168-169 
5
Tim Pustaka Ibnu Katsir,Shahih Tafsir Ibnu Katsir, Cet.5, (Jakarta: Pustaka Ibnu Karsir, 
2011), h.419 
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adil terhadap perempuan yatim, dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap 
wanita- wanita selain yang yatim itu, maka kawinilah apa yang kamu senangi 
sesuai selera kamu dan halal dari wanita- wanita yang laim itu. Kalau perlu, kamu 
dapat menggabung dalam saat yang sama dua, tiga, atau empat, tetapi jangan 
lebih, lalu jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil dalam hal harta dan 
perlakuan lahiriah, bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang 
istri, maka kawini seorang saja atau kawinilah budak- budak yang kamu miliki. 
Yang demikian itu, yakni selain menikahi anak yatim yang mengakibatkan 
ketidak adilan dan mencukupkan satu orang istri adalah lebih dekat kepada tidak 
berbuat aniaya, yakni lebih mengantarkan kamu kepada keadilan atau kepada 
tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka.
6
 
Selain ayat tersebut di atas, sejumlah riwayat pun menamparkan 
pembatasan poligami tersebut, diantaranya riwayat dari Naufal bin Muawiyah, ia 
berkata : “Ketika masuk Islam, aku memiliki lima orang istri. Rasulullah berkata, 
„ceraikanlah yang satu dan pertahankanlah yang empat”. Pada riwayat yang lain. 
Qais bin Tsabit berkata, “Ketika masuk Islam, aku mempunyai delapan istri. Aku 
menyampaikan hal itu kepada Rasul dan beliau berkata.‟pilih dari mereka empat 
orang”.7 
Selain berdasarkan ayat tersebut di atas, dasar hukum poligami juga dapat 
ditemukan dalam: 
1. Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; 
                                                 
6
M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, h.321 
7
Rochayat Machali, Wacana Poligami Di Indosesia, h.47 
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2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- 
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 
3. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi 
Hukum Islam. 
C. Alasan Poligami 
1. Alasan poligami  
Karena pada prinsipnya suatu perkawinan seorang laki- laki hanya boleh 
mempunyai seorang istri, maka poligami atau seorang suami beristri lebih dari 
seorang istri diperbolehkan apabila dihendaki oleh para pihak- pihak yang 
bersangkutan dan pengadilan telah memberikan izin. Adapun alasan- alasan yang 
dipedomani oleh pengadilan untuk dapat memberi izin poligami, ditegaskan 
dalam pasal 4 ayat (2) Undang- undang perkawinan yaitu : 
Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin 
kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: 
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri 
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan 
c. Istri tidak melahirkan keturunan 
Apabila diperhatikan alasan- alasan tersebut diatas, adalah mengacu pada 
tujuan pokok perkawinan itu dilaksanakan, untuk membentuk keluarga atau 
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 
atau dalam rumusan kompilasi, yang sakinah, mawaddah dan warhmah. 
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Jika ketiga hal tersebut diatas menimpa satu keluarga atau pasangan suami 
istri, sudah barang tentu kehampaan dan kekosongan manis dan romanticnya 
kehidupan rumah tangga yang menerpanya. 
Sama halnya dengan alasan yang ketiga, tidak setiap pasangan suami istri 
yang istrinya tidak dapat melahirkan keturunan memilih alternatif untuk 
berpoligami.mereka kadang menempuh cara mengangkat anak asuh, Namun, jika 
suami ingin berpoligami, adalah wajar dan masuk akal. Karena keluarga tanpa ada 
anak tidaklah lengkap, atau kurang sempurna.Namun, tidak sedikit, pasangan 
suami istri yang tidak dikarunia anak, tetap mempertahankan keutuhan rumah 
tangganya, karena mungkin juga disebabkan faktor tertentu yang menyertainya. 
Dalam pasal 1 ayat (3) Undang- undang Nomor 5 tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara, Pengawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga Negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pengawai Aparatur 
Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaaian untuk 
menduduki jabatan pemerintahan. 
Sedangkan ketentuan khusus yang mengatur tentang izin perkawinan PNS 
untuk beristri lebih dari satu (poligami) terdapat dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 10 
Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, 
khususnya dalam Pasal 4 PP No.45 Tahun 1990 yang berbunyi: 
1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih seorang, wajib 
memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. 
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2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri 
kedua, ketiga, atau keempat. 
3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan 
secara tertulis. 
4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari 
permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang. 
Dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 disebutkan 
bahwa ketentuan ini mengandung, perngertian bahwa selama berkedudukan 
sebagai istri kedua, ketiga, atau keempat dilarang menjadi PNS.
8
 
D. Syarat Poligami 
Selain alasan- alasan tersebut diatas, untuk berpoligami syarat- syarat di 
bawah ini harus dipenuhi, sebagaimana dimaksud dalam pasa 4 ayat (1) undang- 
undang Perkawinan harus dipenuhi syarat- syarat sebagai berikut: 
1. Adanya persetujuan dari istri atau para istri- istri 
Pada hakikatnya, sulit bagi seorang istri untuk menerima kenyataan 
berbagi dengan perempuan lain dalam kehidupan rumah tangganya. Kenyataan 
tersebut sangat manusiawi karena hal yang sama akan dialami pula oleh seornag 
laki- laki. Sebagaimana seorang perempuan, seorang laki- laki akan sulit 
menerima kenyataan hal yang sama. Meskipun secara kodrat memang tidak 
                                                 
     
8
http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt53ea39d17ed2e/aturan-hukum-jika-pns-
ingin-berpoligami.com diambil pada tanggal 09 April 2017 Pukul 01.40. 
  
 
17 
 
 
 
 
 
dimungkinkan bagi seorang perempuan untuk berpoliandri. Poin yang ingin 
disampaikan adalah kesadaran suami untuk berhati- hati sebelum mengambil 
keputusan dan mampu berempati memahami dan merasakan perasaan sang istri 
dalam hal dimadu. 
Oleh karena itu, penting adanya persetujuan lebih dahulu dari istri untuk 
merelakan suaminya berpoligami.Hendaknya, persetujuan tersebut harus dengan 
keralaan hati, kesadaraan, keikhlasan, tanpa adanya unsur paksaan.Meskipun 
demikian bukan berarti seorang perempuan harus bersikeras tidak mau memberi 
persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami jika terdapat alasan untuk itu dan 
syarat-syarat yang ditentukan telah dianggap terpenuhi. 
Persetujuan dari istri ini juga harus diberikan secara tertulis yang di buat 
sendiri oleh istri tetapi sekalipun telah ada persetujuan seacara tertulis, 
persetujuan ini di pertegas dengan persetujuan lisan istri pada siding Pengadilan 
Agama.
9
 
Namun perstujuan yang dimaksud di atas tidak diperlukan bagi seorang 
suami apabila istri atau istri- istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan 
tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar berita 
istrinya selama sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab- sebab 
lainnya yang perlu mendapat pernilaian dari hakim pengadilan. 
                                                 
9
Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Edisi Revisi, Cet.1, (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2013), h.143 
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2. Kepastian jaminan Suami terhadap Keperluan Hidup Isrti- istri dan 
Anak- anak 
Syarat ini mungkin tidak terlalu sulit dilakukan kalau suami memiliki 
kemampuan dibidang materi yang cukup sehingga memungkinkannya terus 
memberikan kewajiban nafkah untuk para istri dan anaknya.Namun, kasus yang 
ada dimasyarakat tidak demikian.Banyak suami dari kalangan menegah kebawah 
yang kurang berkecukupan memberanikan diri berpoligami.Hal tersebut pada 
akhirnya memperparah kondisi ekonomi istri dan anak-anak sebelumnya serta 
membuat mereka lebih menderita.Kadang kala dianggap sebagai suatu tantangan 
bagi laki- laki dengan menyatakan, “kalau tukang becak, petani, atau tukang 
parker dapat beristri lebih dari satu, mengapa saya tidak.” 
 Kepastian jaminan dari suami untuk memenuhi kebutuhan para istri dan 
anaknya harus ditegaskan dalam suatu surat perjanjian. Hal itu penting karena 
sering terjadi suami ingkar janji dan tidak melaksanakan kewajiban terhadap istri 
dan anak- anaknya dari perkawinan terdahulu sesuai dengan kesepakatan sehingga 
mengakibatkan istri yang tidak memiliki penghasilan sendiri menjadi telantar 
begitu juga dengan anak- anaknya. 
3. Adanya jaminan bahwa Suami Akan Berlaku Adil terhadap Istri- istri 
dan Anak- anaknya 
Syarat ketiga tentang keadilan ini sangat penting untuk menjaga perasaan 
istri- istri dan anak- anaknya melalui adanya perlakuan yang tidak adil.Tindakan 
adil tersebut meskipun mudah diucapkan sangat sulit dilakukan.Kasus- kasus 
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yang ada membuktikan betapa sulitnya suami mewujudkan keadilan bagi istri- 
istri dan anak- anaknya dari perkawinan terdahulu.Sering kali seorang istri dan 
anak dari perkawinan terdahulu merasa lebih banyak menjadi korban karena 
diperlakukan tidak adil dibandingkan dengan perlakukan pada istri dari 
perkawinan kemudian. 
Kata keadilan dalam poligami adalah persyaratan yang paling utama 
dianjurkan oleh Allah Swt. Dan yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah-Nya. 
Yakni di dalamnya telah mencakup pemenuhan seluruh kemampuan membagi 
waktu dan pemberian perhatian dengan penuh kasih sayang yang seadil-adilnya, 
Allah Swt. Memerintahkan kepada semua manusia untuk selalu bersikap adil 
dalam semua keadaan, baik yang berhubungan dengan haknya, maupun hak- hak 
sesama manusia yaitu dengan mengikuti ketentuan syariat Allah Swt. Dalam 
semua itu karena Allah Swt. 
Dalam surah an-Nahl ayat 90 dijelaskan bahwa: 
                           
              10 
 
Terjemahannya: 
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan barbuat 
kebajikan, memberikan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.dia memberi pengajaran 
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” 
                                                 
10
Departemen Agama, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 277. 
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 Termasuk dalam hal ini, sikap “adil” dalam poligami yaitu adil (tidak 
berat sebelah) dalam mencukupi kebutuhan para istrinya dalam hal makanan, 
pakaian, tempat tinggal dan bermalam bersama mereka.Dan ini tidak berarti harus 
adil dalam segala sesuatu, sampai dalam hal yang sekecil- kecilnya, yang ini jelas 
diluar kemampuan manusia. 
 Dikutip dari Abdullah Taslim, sebab timbunya kesalah pahaman dalam hal 
ini diantaranya karena hawa nafsu dan ketidak pahaman terhadap agama, 
termasuk kerancauan dalam memahami firman Allah Swt. 
 Allah Swt, membolehkan berpoligami sampai dengan empat orang istri 
dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti 
urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat 
lahiriah tanpa membedakan antara istri- istrinya.
11
 
 Oleh karena itu Islam memerintahkan bersikap adil terhadap istri dan 
hendaklah selalu bersikap adil dalam semua masalah, sampaipun dalam masalah 
yang tidak wajib hukumnya, dan dilarang bersikap berat sebelah terhadap salah 
satu dari istri- istri.Termasuk adil terhadap semua anak dari smua istri, diusahakan 
untuk selalu mendekatkan hati mereka, misalnya dengan menganjurkan istri untuk 
menyusui anak dari istri yang lain, pahamkanlah kepada mereka bahwa mereka 
semua adalah saudara, dan jangan biarkan ada peluang bagi setan untuk merusak 
hubungan mereka. 
                                                 
11
Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, Edisi 1, Cet.4, (Jakarta: Kencana, 2010), 
h.129 
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 Apabila kesemua syarat tersebut dianggap telah terpenuhi dan ada alasan 
sebagai dasar untuk berpoligami pengadilan akan memberikan izin. Namun, 
dalam praktiknya, seringkali syarat- syarat yang seharusnya dipenuhi tersebut 
tidak ditaati oleh semua sepenuhnya.Oleh karena itu, Pengadilan Agama tidak 
dapat memberikan izin poligami terhadap pihak yang mengajukan permohonan 
izin poligami tersebut dikarenakan tidak dipenuhinya semua syarat- syarat yang 
telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama tersebut. 
E. Prosedur Poligami 
Pasal 40 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan 
“Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka dia 
akan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”. Pasal 56 KHI 
menyebutkan :
12
 
1. Suami yang berhak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin 
Pengadilan Agama 
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut 
tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VII peraturan pemerintah 
Nomor 9 Tahun 1975 
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat 
tanpa izin dari pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. 
                                                 
12
Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia,Edisi Revisi, Cet. 1,h.142 
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Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan 
beristri lebih dari seorang apabila :
13
 
1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri 
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan 
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan 
Pengadilan Agama setelah menerima permohonan izin poligami, 
kemudian memeriksa : 
1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin 
lagi ialah meliputi keadaan seperti pasal 57 KHI diatas 
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun 
tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, 
persetujuan harus di ucapkan di depan sidang pengadilan 
3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup 
istri- istri dan anak- anak, dengan memperlihatkan: 
a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani 
oleh bendahara tempat bekerja 
b. Surat keterangan pajak penghasilan 
c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan 
Dalam ayat (2) pasal 58 KHI ditegaskan : 
                                                 
13
Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 
Islam 
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Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 hufur b PP No. 9 Tahun 
1975, persetujuan istri atau para istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau 
dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini 
dipertegas persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. 
Mengenai teknis pemeriksaan, PP No. 9 Tahun 1975 pasal 42 mengatur : 
1. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal- hal tersebut diatas pengadilan 
harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan 
2. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat- lambatnya 
30 hari setelah diterimanya surat pemohonan beserta lampiran- lampirannya. 
Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi permohon 
untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang 
berupa izin untuk beristri lebih dari seorang dan telah mempunyai kekuatan 
hukum yang tetap. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu 
penelitian yang menggambarkan secara kualitatif mengenai obyek yang akan 
dibicarakan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dimana dalam 
skripsi ini yang menjadi obyek penelitian yaitu mengenai bagaimana proses 
penanganan poligami dan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin 
poligami pada Pengadilan Agama Sungguminasa. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sungguminasa yang 
berlokasi di Jalan Mesjid Raya No.25 Sungguminasa Kabupaten Gowa. 
B. Pendekatan Penelitian 
Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 
adalah pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis. Menurut harfiahnya 
pendekatan yuridis adalah melihat atau memandang suatu hal yang ada dari aspek 
atau segi hukumnya terutama peraturan perundang - undangan. Sedangkan 
pendekatan sosiologis adalah sesuatu yang ada dan terjadi dalam kehidupan 
bermasyarakat yang mempunyai akibat hukum. 
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Dengan demikian yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan cara 
pandang dari aspek hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi di masyarakat 
yang berakibat hukum untuk dihubungkan dengan peraturan perundang - 
undangan yang ada. 
C. Sumber Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan field research (penelitian 
lapangan) dan library research (kepustakaan). 
1. Data primer ialah data yang diperoleh melalui penelusuran buku- buku dan 
sumber bacaan lainnya seperti jurnal, surat kabar, majalah, skripsi dan 
lainnya. 
2. Data sekunder ialah data yang diperoleh melalui Field Research atau 
penelitian lapangan dengan cara interview (wawancara) adalah proses 
Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua 
orang atau lebih bertatap muka dengan mendengarkan secara langsung 
informasi- informasi atau keterangan- keterangan.
1
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh informasi dan data yang akan dikelolah dalam 
penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan 
(field research). 
                                                 
1
Cholid Norbuko, Abu Achmadi,. Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 
2001), h.8 
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Untuk memperoleh data, maka peneliti mengadakan penelitian ke 
Pengadilan Agama Sungguminasa dengan melakukan hal- hal sebagai berikut: 
1. Wawancara (interview) 
Merupakan suatu Tanya jawab langsung kepada informan yang dilakukan 
dengan maksud untuk memperoleh data primer dan informasi yang 
diperlukan.Dimana dalam penelitian ini yang menjadi informa yaitu hakim yang 
berada di Pengadilan Agama Sungguminasa. 
2. Dokumentasi (documentation) 
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat 
dokumen-dokumen seperti berkas pengajuan permohonan izin poligami yang 
diajukan oleh permohon beserta lampiran- lampiran persyaratannya dan putusan 
hakim itu sendiri. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrument penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam 
maupun sosial yang diamati. Adapun alat- alat digunakan dalam penelitian ini 
yaitu pedoman wawancara adalah alat perekam suara yang digunakan dalam 
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang 
berupa pertanyaan. Yang kedua yaitu alat tulis dan buku catatan, berfungsi untuk 
mencatat semua percakapan dengan sumber data. 
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F. Metode Pengelohan dan Analisis Data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengolahan dan 
analisis data dengan cara kualitatif yaitu membandingkan data primer dengan data 
sekunder lalu diklasifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis 
sehingga diperoleh suatu pengetahuan. Langkah- langkah analisis data adalah 
sebagai berikut: 
1. Deduktif yaitu metode yang digunakan untuk menyajikan bahan atau 
data yang bersifat umum lalu diuraikan secara khusus. 
2. Induktuf yaitu metode yang dalam mengolah dam dalam satuan-  
satuan yang sifatnya khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat 
umum. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa 
Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi 
Selatan yang turun te murun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut 
“Somba” atau “Raja”. Daerah TK.II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak 
beralihnya pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II yang didasari oleh 
terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah 
TK.II, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang –Undang 
Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi 
(Tambahan Lembaran Negara RI No. 1822).
1
 
Kepala Daerah TK.II Gowa yang pertama “Andi Ijo Dg Mattawang 
Karaeng Lalowang “ yang juga disebut nama Sultan Muhammad Abdul Kadir 
Aididdin Tumenanga Rijongaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir (Raja 
Gowa ke XXXVI). 
Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh 
seorang pejabat di bidang agama Islam yang disebut “kadi” (Qadli). Meskipun 
demikian tidak semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh 
seorang Qadli, hanya ketika agama Islam mulai menyebar secara merata dianut 
oleh seluruh rakyat kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar
                                                          
1
 http://www.pa-sungguminasa.go.id/profil-pengadilan/58-sejarah 
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tahun 1857 M. Qadli pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama Qadli 
Muhammad Iskin. Qadli pada waktu itu berfungsi sebagai penasehat Kerajaan 
atau Hakim Agama yang bertugas memeriksa dan memutus perkara-perkara di 
bidang agama, demikian secara turun temurun mulai diperkirakan tahun 1857 
sampai dengan Qadli yang keempat tahun 1956. 
Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi 
Selatan yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut 
“Somba” atau “Raja”. Daerah TK.II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak 
beralihnya pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II yang didasari oleh 
terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah 
TK.II, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang –Undang 
Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi 
(Tambahan Lembaran Negara RI No. 1822). 
Kepala Daerah TK.II Gowa yang pertama “Andi Ijo Dg Mattawang 
Karaeng Lalowang “ yang juga disebut nama Sultan Muhammad Abdul Kadir 
Aididdin Tumenanga Rijongaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir (Raja 
Gowa ke XXXVI). 
Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh 
seorang pejabat di bidang agama Islam yang disebut “kadi” (Qadli). Meskipun 
demikian tidak semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh 
seorang Qadli, hanya ketika agama Islam mulai menyebar secara merata dianut 
oleh seluruh rakyat kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar 
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tahun 1857 M. Qadli pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama Qadli 
Muhammad Iskin. Qadli pada waktu itu berfungsi sebagai penasehat Kerajaan 
atau Hakim Agama yang bertugas memeriksa dan memutus perkara-perkara di 
bidang agama, demikian secara turun temurun mulai diperkirakan tahun 1857 
sampai dengan Qadli yang keempat tahun 1956 
a) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1957    
Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 terbentuklah 
Kepala Jawatan Agama Kabupaten Gowa secara resmi , maka tugas dan 
wewenang Qadli secara otomatis diambil oleh Jawatan Agama. Jadi Qadli yang 
kelima, setelah tahun 1956, diangkat oleh Depertemen Agama RI sebagai Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Somba Opu (sekaligus oleh Qadli) yang tugasnya 
hanya sebagai do’a dan imam pada shalat I’ed. 
b) KEPUTUSAN MENTERI AGAMA  NOMOR 87 TAHUN 1966 
Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 tanggal 3 
Desember 1966, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa 
secara resmi dibentuk dan menjalankan tugas-tugas peradilan sebagaimana yang 
ditentukan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 . Peresmian 
Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa ialah pada tanggal 29 Mei 
1967. Sejak tanggal 29 Mei 1967 tersebut dapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan 
Agama/ Mahkamah Syariah K.H.Muh. Saleh Thaha (1967 s/d 1976) Pengadilan 
Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa menjalankan kekuasaan kehakiman di 
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bidang Agama membawahi 18 Kecamatan yang terdiri dari 46 Kelurahan dan 123 
Desa 
Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa dari tahun ke tahun : 
1. K.H. Muh. Saleh Thaha, (1966-1976) 
2. K.H. Drs. Muh. Ya’la Thahir, (1976-1982) 
3. K.H. Muh. Syahid, (1982-1984) 
4. Drs. Andi Syamsu Alam, S.H, (1984-1992) 
5. K.H. Muh. Alwi Aly (Tidak Aktif),  (   -   ) 
6. Drs. Andi Syaiful Islam Thahir, (1992-1995) 
7. Drs. Muh. As’ad Sanusi, S.H., (1995-1998) 
8. Dra. Hj. Rahmah Umar, (1998-2003) 
9. Drs. Anwar Rahman, (4 Peb s/d Sep 2004) 
10. Drs. Kheril R, M.H. (4 Okt s/d 14 Des 2007) 
11. Drs. H.M. Alwi Thaha, S.H., M.H.  (14 Des 2007 s/d 2012) 
12. Drs. H. Hasanuddin, M.H. (2012 s/d 2015) 
13. Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. (2015 s/d 2017) 
14. Drs. Ahmad Nur, M.H. (2017 s/d Sekarang) 
2. Profil Pengadilan Agama Sungguminasa 
Gedung Pengadilan Agama Sungguminasa pertama kali beralamat di Jalan 
Andi Mallombassang No. 57 Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, 
Kabupaten Gowa, dan gedung baru Pengadilan Agama Sungguminasa sejak tahun 
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2009 beralamat di Jalan Masjid Raya No. 25, Kelurahan Sungguminasa, 
Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang sudah sesuai dengan prototype 
dari Mahkamah Agung RI. 
Kondisi Geografis 
A. Letak astronomi gedung kantor : 5°11'55.6" LS - 119°27'11.3" BT 
B. Batas-batas gedung kantor (Kec. Somba Opu) : 
    - Utara     : Kota Makassar 
    - Selatan  : Kecamatan Pallangga dan Kecamatan Bontomarannu 
    - Timur    : Kecamatan Pattalassang 
    - Barat     : Kecamatan Pallangga 
C. Ketinggian daerah/attitude berada pada 25 meter di atas permukaan laut 
D. Kota Sungguminasa beriklim tropis 
Kondisi Demografis 
A. Jumlah penduduk kabupaten gowa pada akhir tahun 2012 sebanyak 617.317 
jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 328 jiwa/km2  
    - Laki-laki: 305.202 jiwa (49,4%) 
    - Perempuan: 312.115 jiwa (50.6%) 
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3. Visi Misi Pengadilan Agama Sungguminasa 
VISI 
 
" TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG " 
(Visi Mahkamah Agung RI 2010 - 2035) 
  
" MEWUJUDKAN LEMBAGA YANG MEMBERIKAN JAMINAN 
KEPASTIAN BAGI PENYELENGGARAAN PERADILAN DAN 
PELAYANAN" 
(Visi Pengadilan Agama Sungguminasa) 
  
MISI 
Menjaga kemandirian Badan Peradilan 
Memberika pelayanan hukum  yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan 
Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan 
Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan 
(Misi Badan Peradilan 2010 - 2035) 
  
Terwujudnya standar operasional prosedur dalan penyelenggaraan 
persidangan dan pelayanan 
Menjadikan lembaga peradilan yang mampu dijangkau oleh Masyarakat 
Meningkatkan kinerja peradilan berbasis teknologi informasi 
mewujudkan pengelolaan anggaran berbasis kinerja 
(Misi Pengadilan Agama Sungguminasa) 
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4. Tugas Pokok 
Pengadilan Agama Sungguminasa melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 
adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-
orang yang beragama Islam dibidang 
A. PERKAWINAN 
Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai 
perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain : 
1. Izin beristri lebih dari seorang; 
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua 
puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis 
lurus ada perbedaan pendapat; 
3. Dispensasi kawin; 
4. Pencegahan perkawinan; 
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 
6. Pembatalan perkawinan; 
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri; 
8. Perceraian karena talak; 
9. Gugatan perceraian; 
10. Penyelesaian harta bersama; 
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11. Penguasaan anak-anak; 
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana 
bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya; 
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada 
bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri; 
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak; 
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 
16. Pencabutan kekuasaan wali; 
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan 
seorang wali dicabut; 
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum Cukup umur 
18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya; 
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di 
bawah keuasaannya; 
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak 
berdasarkan hukum Islam; 
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan 
perkawinan campuran; 
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-
Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut 
peraturan yang lain 
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B. WARIS 
Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta 
peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan 
pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas 
permohoonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, 
penentuan bagian masing-masing ahli waris. 
C. WASIAT 
Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang 
lain atau lembaga/badan hukum yang berlaku setelah yang memberi tersebut 
meninggal dunia. 
D.HIBAH 
 Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang 
kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. 
E. WAKAF 
Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan 
dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna 
keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. 
F. ZAKAT 
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Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang 
dimliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan 
kepada yang berhak menerimanya. 
G. INFAK 
Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna 
menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, muniman, mendermakan, 
memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain 
berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata'ala. 
H. SHODAQOH 
Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau 
lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan 
jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt. dan pahala semata. 
I. EKONOMI SYARIAH 
Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, 
antara lain meliputi: 
- Bank syari'ah; 
- Lembaga keuangan mikro syari'ah; 
- Asuransi syari'ah; 
- Reasuransi syari'ah; 
- Reksa dana syari'ah; 
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- Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; 
- Sekuritas syari'ah; 
- Pembiayaan syari'ah; 
- Pegadaian syari'ah; 
- Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; 
- Bisnis syari'ah; 
5. Funsi 
Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai 
fungsi, antara lain sebagai berikut : 
a. Fungsi mengadili (judicial power) 
Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara 
yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide 
: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). 
b. Fungsi pembinaan 
Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat 
struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis 
yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi 
umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : 
pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor 
KMA/080/VIII/2006). 
c. Fungsi pengawasan 
Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku 
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Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita 
Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan 
seksama dan sewajaranya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang 
Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administarsi umum 
kesekretariatan serta pembangunan. (vide : KMA Nomor : 
KMA/080/VIII/2006). 
d. Fungsi nasehat 
Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi 
pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vidwe : Pasal 52 ayat 
(1) Undang-undang nomor 3 tahun 20060. 
e. Fungsi administratif 
Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan 
administratsi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan). 
(vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006). 
f. Fungsi lainnya :  
o Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat 
dengan instansi lain yang terkait.seperti DEPAG, MUI,Ormas 
Islam dan lain-lain (vide : Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 
Tahun 2006). 
o Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penilitian dan 
sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi 
masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi 
peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah 
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Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan 
Informasi di Pengadilan. 
6. Yurisdksi 
Pengadilan Agama Sungguminasa berada pada wilayah hukum Daerah TK 
II Gowa,dengan letak georafis 12’ 38.16’ Bujur timur dari Jakarta dan 5  33.6’ 
Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkang letak wilayah adminitrasinya antara 
12’ 33.19’ hingga 13’15’17’ Bujur Timur dan 5’5’ hingga 5’34.7’ Lintang selatan 
dari Jakarta 
Kabupaten Gowa berbatasan dengan : 
 Sebelum Utara Kabupaten Maros 
 Sebelah Timur Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng 
 Sebelah Selatan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar 
 Sebelah Barat Kotamadya Makassar 
Bahwa yang dipergunakan sebagai bahasa sehari-hari ialah bahasa daerah 
Bugis  Makassar, di samping bahasa Indonesia bagi mereka yang tinggal di 
ibukota Kabupaten. Wilayah adminitrsinya Kabupaten Gowa pada tahun 2006 
terdiri dari 18 Kecamatan Dan 167 Desa/Kelurahan dengan luas sekitar 1.883.33 
kilometer persegiatau sama dengan 3.01 % dari luas wilayah Prop.Sulawesi 
Selatan. Wilayah Kab.Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu 
72,26%. Ada 9 wilayah Kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu 
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Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo pao, Parigi, Bungaya, 
Bontolempangan, dan Biring bulu. 
Dari total luas Kab.Gowa 35.30 %mempunyai kemiringan tanah diatas 
40’,yaitu Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, dan Tompo Bulu. 
Kab.Gowa dilalui banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. 
Sungai yang luas daerah aliran yang terbesar adalah sungai Jeneberang yaitu 881 
Km2 dengan panjang90 Km.dengan luas daerah aliran yang cukup besar yaitu ada 
15 sungai.  
7. Struktur Organisasi 
 
Sumber : Pengadilan Agama Sungguminasa 
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Berdasarkan struktur organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut 
diatas dapat dilihat bahwa Pengedilan Agama Sungguminasa di pimpin oleh 
seorang ketua dan seorang wakil ketua, hakim sebanyak 6 orang, seorang panitera 
dan sekertaris, di bidang kepaniteraan seorang panitera muda gugatan yang khusus 
menerima gugatan atau melayani dalam hal gugatan seperti perceraian, dan 
seorang panitera permohonan yang khusus menerima atau melayani perkara 
permohonan izin poligami, penetapan ahli waris, kemudian seorang panitera muda 
hukum, kemudian panitera pengganti 15 orang yang bertugas membantu hakim 
dalam proses penyelesaian suatu perkara, dan seorang jurusita yang mempunyai 
jurusita pengganti sebanyak 4 orang, sedangkan kepala umum, kepala urusan 
keuangan, kepala urusan kepegawaian dan staf. 
B. Prosedur Penanganan Kasus Poligami Pengadilan Agama Sungguminasa 
Pada dasarnya, sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) perkawinan ialah ikatan lahir bathin 
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut, hukum 
Perkawinan Indonesia berdasarkan monogami. 
Asas monogami lebih ditegaskan lagi di dalam bunyi Pasal 3 ayat (I) UU 
Perkawinan yang mengatakan bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan 
seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Di mana seorang wanita hanya 
boleh mempunyai seorang suami. Ini berarti sebenarnya yang sarankan oleh 
undang-undang adalah perkawinan monogami. 
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Akan tetapi, UU perkawinan memberikan pengecualian, sebagaimana 
dapat kita lihat pada pasal 3 ayat 2 UU perkawinan, yang mana pengadilan dapat 
memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila 
dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 
Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka suami 
wajib mengajukan permohonan kepada Pengaadilan di daerah tempat tinggalnya 
(Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan). Dalam Pasal 4 ayat (2) UU perkawinan 
dijelaskan lebih lanjut bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada 
suami untuk beristri lebih dari satu jika: 
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
Selain hal-hal diatas, suami dalam mengajukan permohonan untuk beristri 
lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Pasal 5 ayat 
1 UU Perkawinan): 
a. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri; 
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan 
hidup istri-istri dan anak-anaknya; 
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan 
anak-anaknya. 
Persetujuan istri-istrinya tidak diperlukan jika istri/istri-istrinya tidak 
mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, 
 
 
 
44 
 
 
atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau 
karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan 
(Pasal 5 ayat 2 UU Perkawinan). 
Dalam Hukum Islam pengaturan tentang poligami merujuk pada 
Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan KHI menyangkut poligami tidak jauh 
berbeda dengan UU Perkawinan. Hanya saja didalam KHI dijelaskan antara lain 
bahwa pria beristri lebih dari satu diberikan pembatasan, yaitu seorang pria tidak 
boleh beristri lebih dari 4 orang. Selain itu, syarat utama seorang pria untuk 
mempunyai istri lebih dari satu adalah pria tersebut harus mampu berlaku adil 
terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya (Pasal 55 KHI). 
Menurut KHI, suami yang berhak beristri lebih dari satu orang harus 
mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Jika Perkawinan berikutnya dilakukan 
tanpa izin dari Pengadilan Agama, Perkawinan tersebut tidak mempunyai 
kekuatan hukum (Pasal 56 KHI). 
Sama seperti dikatakan dalam UU Perkawinan, menurut Pasal 57 KHI, 
Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri 
lebih dari seorang jika: 
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri; 
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
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Selain alasan untuk menikah lagi harus jelas, Kompilasi Hukum Islam 
juga memberikan syarat lain untuk memperoleh izin Pengadilan Agama. Syarat-
syarat tersebut juga merujuk pada Pasal 5 UU Perkawinan, yaitu: (Pasal 58 KHI). 
a. Adanya persetujuan istri; 
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-
istri dan anak-anaknya. 
Pasal 58 KHI ini juga merujuk pada Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah 
No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang 
Perkawinan (PP 9/1975), yang mengatakan bahwa persetujuan istri atau istri-istri 
dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada 
persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada 
sidang Pengadilan Agama. 
Jika istri tidak mau memberikan persetujuan, Pengadilan Agama dapat 
menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang 
bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri 
atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI). 
Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 43 PP 9/1975 yang 
menyatakan bahwa: “Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi 
pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan 
putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang”. 
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Adapun syarat-syarat pengajuan permohonan Poligami pada Pengadilan 
Agama Sungguminasa yaitu:
2
 
1. Foto Copy KTP Pemohon yang masih berlaku 1 lembar dan diberi materai 
6000 kemudian dilegalisir di Kantor Pos. 
2. Foto Copy Kutipan/Duplikat Akta Nikah Pemohon dengan istri pertama, 
apabila ingin menikah dengan calon istri kedua, yang diberi materai 6000 dan 
dilegalisir di Kantor Pos. 
3. Surat Pernyataan dari istri pertama bersedia untuk dimadu, yang diberi materai 
6000 dan ditandatangani oleh istri pertama. 
4. Surat Pernyantaan Sanggup Berlaku Adil dari Pemohon (suami) yang dibari 
materai 6000 dan ditandatangani oleh pemohon (suami). 
5. Surat Keterangan Pengahasilan Pemohon yang dibuat oleh Lurah/Kepala Desa 
tempat tinggal pemohon. 
6. Surat Permohonan izin poligami sebanyak 6 rangkap yang memuat alasan-
alasan ingin poligami. 
7. Bagi Pemohon yang mengunakan kuasa hukum seperti Pengacara/Advokat, 
harus melampirkan Surat Kuasa Khusus dan foto copy Kartu Advokat yang 
maasih berlaku 1 lembar. 
8. Membayar Panjar Biaya Perkara melalai Giro Muamalat, Bank Muamalat KCP 
Makassar – Gowa yang jumlahnya sesuai dengan taksiran meja 1 yang tersebut 
dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). 
                                                          
2
 Agus Salim Razak, S.H., M.H, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, 
Wawancara, Gowa, tanggal 20 juni 2017. 
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Dalam Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan 
dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 4 mengatur tentang:
3
 
1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib 
memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. 
2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga 
keempat dari Pegawai Negeri Sipil. 
3. Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua, ketiga, dan 
keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil wajib memperoleh izin terlebih 
dahulu dari pejabat. 
4. Permintaan izin sebagaimana yana bermaksud dalam ayat 1 dan ayat 3 
diajukan secara tertulis. 
5. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, harus 
dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk 
beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat. 
 
 
 
 
 
                                                          
3
 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi 
Pegawai Negeri Sipil 
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C. Duduk Perkara Tentang Poligami 
P U T U S A N 
Nomor 99/Pdt.G/2017/PA Sgm. 
 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata telah menjatuhkan putusan atas permohonan izin poligami yang 
diajukan oleh: 
Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal 
di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon. 
melawan 
Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal 
di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Termohon. 
Pengadilan Agama tersebut. 
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara. 
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan calon istri Pemohon. 
Telah memeriksa alat bukti Pemohon.  
DUDUK PERKARA 
Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin 
poligami yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di 
bawah register perkara Nomor 99/Pdt.G/2017/PA Sgm. Tanggal 10 Februari 2017 
dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:  
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- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2006, Pemohon  dan Termohon 
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Tanggal 13 Januari 2006. 
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon  tinggal di 
rumah orang tua Pemohon. Selama pernikahan tersebut, Pemohon dan 
Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum 
dikaruniai keturunan. 
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan 
yang bernama Fulanah, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan 
swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa sebagai istri kedua Pemohon 
yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah 
Kantor Urusan Agama karena istri sampai sekarang belum mendapatkan 
keturunan. Oleh karena itu, Pemohon sangat kuatir akan melakukan perbuatan 
yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami. 
- Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon 
karena Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan mempunyai penghasilan 
bulannya rata-rata sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). 
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon. 
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta 
berupa 1 (satu) mobil Mitsubishi lancer. 
- Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon 
menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut. 
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- Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat 
harta benda yang sudah ada selama ini dan tetap menjadi milik Pemohon dan 
Termohon. 
- Bahwa orang tua calon istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak 
keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya. 
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan 
melakukan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun peraturan 
perundang-undangan yang berlaku yakni : 
a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan 
sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon; 
b. Calon istri kedua Pemohon berstatus cerai hidup; 
c. Wali nikah calon istri kedua Pemohon bernama Abd. Azis, bersedia untuk 
menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon. 
1. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon telah 
memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang 
berkaitan. 
Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Pemohon mohon agar Ketua 
Pengadilan Agama Sungguminasa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili 
perkara ini menjatuhkan putusan amarnya sebagai berikut : 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon. 
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon 
istri kedua Pemohon. 
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3. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita poin 6 adalah harta 
bersama Pemohon dan Termohon. 
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon 
5. Mohon putusan berdasarkan hukum yang seadil-adilnya. 
Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan 
Termohon  hadir di persidangan. 
Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk berpikir 
secara matang dengan menggambarkan aspek kewajiban dan tanggung jawab 
yang ditimbulkan akibat pernikahan poligami, akan tetapi Pemohon tetap pada 
permohonannya. 
Bahwa majelis hakim berpendapat bahwa perkara izin poligami tidak 
termasuk perkara yang wajib untuk menempuh proses mediasi sebagaimana 
maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan karena yang menjadi objek pemeriksaannya adalah 
legalitas izin poligami terhadap syarat-syarat poligami sebagaimana ketentuan 
yang berlaku.  
Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat 
permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan. 
Bahwa terhadap permohoan Pemohon tersebut, Termohon secara lisan 
mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : 
- Bahwa benar Termohon adalah isteri Pemohon, menikah tanggal 13 Januari 
2006. 
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- Bahwa benar selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon 
selama kurang lebih 11 tahun belum dikaruniai keturunan. 
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berusaha mencari cara agar 
mendapatkan keturunan melalui pengobatan medis maupun non medis akan 
tetapi tidak berhasil. 
- Bahwa Termohon menyadari akan keinginan Pemohon untuk mendapatkan 
keturunan dan sampai saat ini Termohon belum bisa memenuhinya karena 
belum ditakdirkan oleh Allah SWT. 
- Bahwa Termohon setuju Pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama 
Fulanah binti Abd. Azis. 
- Bahwa Termohon sudah mengenal perempuan calon isteri kedua Pemohon 
dan sudah dibicarakan antar keluarga dan keluarga sudah menyetujui. 
- Bahwa benar tidak ada halangan hukum jika Pemohon dengan calon isteri 
kedua Pemohon menikah. 
- Bahwa Termohon berkeyakinan Pemohon akan sanggup berlaku adil terhadap 
isteri-isteri Pemohon. 
- Bahwa benar kekayaan Pemohon dan Termohon seperti yang didalilkan oleh 
Pemohon dalam surat permohonannya yaitu berupa sebuah mobil Mitsubishi 
Lancer. 
- Bahwa penghasilan Pemohon kurang lebih sekitar Rp 15.000.000,00 (lima 
belas juta rupiah) setiap bulan. 
Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak 
lagi mengajukan replik karena telah diakui oleh Termohon. 
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Bahwa dalam persidangan, Pemohon menghadirkan calon istri keduanya 
yang bernama Fulanah binti Abd. Azis dan memberikan keterangan pada 
pokoknya sebagai berikut: 
- Bahwa Fulanah binti Abd. Azis mengenal Pemohon dan Termohon. 
- Bahwa hubungan Fulanah binti Abd. Azis dengan Termohon baik-baik saja 
dan tidak ada masalah dan keduanya sudah biasa berkomunikasi; 
- Bahwa Fulanah binti Abd. Azis tidak mempunyai hubungan keluarga dan 
tidak termasuk saudara sesusuan dengan Pemohon dan Termohon.   
- Bahwa Fulanah binti Abd. Azis tidak terikat dalam suatu perkawinan dan saat 
ini tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain. 
- Bahwa  Fulanah tidak berkeberatan menjadi istri kedua Pemohon dan hidup 
berumah tangga bersama dengan Termohon. 
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kepada keluarga Fulanah dan keluarga 
Fulanah menyambut baik niat Pemohon tersebut. 
- Bahwa Fulanah bersedia menerima Pemohon apa adanya dan tidak bersifat 
egois serta mendukung Pemohon untuk berlaku adil terhadap istri-istri 
nantinya. 
1. Bukti Surat 
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Tanggal 16 Januari 2006, yang dikeluarkan 
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Rappocini Kabupaten Gowa telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, 
bermeterai cukup, (bukti P-1); 
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- Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, telah dicocokkan dan 
sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, (bukti P-2); 
- Surat Pernyataan Berlaku Adil, bertanggal 9 Februari 2017 yang dibuat 
oleh Pemohon, bermeterai cukup, (butki P-3); 
- Surat Pernyataan Memberi Izin Berpoligami, bertanggal 9 Februari 2017 
yang dibuat oleh Termohon, bermeterai cukup, (butki P-4); 
- Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama 
Sungguminasa yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, 
bermeterai cukup, (bukti P-5); 
- Surat Pernyataan Penghasilan Pemohon bertanggal 9 Februari 2017, yang 
dibuat oleh Pemohon, bermeterai cukup, (butki P-6); 
- Surat Pernyataan Harta Bersama yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon 
bertanggal 9 Februari 2017, bermeterai cukup, ( butki P-7); 
- Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, yang dikeluarkan oleh 
Kepala Kepolisian Wilayah Bone yang telah dicocokkan dan sesuai 
dengan aslinya, bermeterai cukup, (bukti P-8); 
- Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, mobil Mitsubishi 
Lancer, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai 
cukup, (bukti P-9).     
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2. Saksi- Saksi dibawah Sumpah 
Saksi kesatu, pada pokoknya memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai 
berikut:  
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon. Pemohon adalah anak 
kandung saksi. 
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 
tanggal 13 Januari 2006 di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. 
- Bahwa setelah Pemohon menikah dengan Termohon sebagai suami istri, 
keduanya hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai 
sampai sekarang. 
- Bahwa dari pernikahan Pemohon  dengan Termohon belum dikaruniai 
keturunan. 
- Bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi dengan  Fulanah. 
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 11 tahun usia 
pernikahan keduanya belum dikaruniai keturunan. 
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berusaha baik secara medis maupun 
non medis untuk mendapatkan keturunan dari pernikahan Pemohon dan 
Termohon. 
-  Bahwa Pemohon bermaksud menikahi Fulanah dengan harapan bisa 
mendapatkan keturunan. 
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Fulanah telah diketahui oleh 
Termohon.  
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- Bahwa Termohon tidak keberatan dan menyetujui rencana pernikahan 
Pemohon dengan Fulanah. 
- Bahwa antara Fulanah dengan Termohon telah saling mengenal dan saling 
menghormati satu dengan lainnya. 
- Bahwa secara ekonomis, Pemohon sanggup untuk menghidupi secara adil 
istrinya dan Fulanah jika keduanya menikah nanti karena Pemohon 
mempunyai pekerjaan yang berpenghasilan rata-rata lebih dari Rp 
15.000.000,00 perbulan. 
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah termasuk orang yang baik 
serta amanah sehingga dapat berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anak 
nanti. 
- Bahwa antara Pemohon dengan Fulanah tidak ada hubungan pertalian 
darah, semenda maupun saudara sesusuan satu dengan lainnya. 
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon, keduanya telah 
memiliki harta bersama berupa sebuah mobil Mitsubishi Lancer. 
- Bahwa hanya harta tersebut sebagai harta yang diperoleh Pemohon dan 
Termohon selama mereka sebagai suami istri. 
2. Saksi Kedua, pada pokoknya memberikan kesaksian dibawah sumpah 
sebagai berikut:  
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon. Saksi adalah Ipar Pemohon 
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 
tanggal 13 Januari 2006 di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. 
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- Bahwa setelah Pemohon menikah dengan Termohon sebagai suami istri, 
keduanya hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai 
sampai sekarang. 
- Bahwa dari pernikahan Pemohon  dengan Termohon belum dikaruniai 
keturunan. 
- Bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi dengan  Fulanah. 
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 11 tahun usia 
pernikahan keduanya belum dikaruniai keturunan. 
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berusaha baik secara medis maupun 
non medis untuk mendapatkan keturunan dari pernikahan Pemohon dan 
Termohon. 
-  Bahwa Pemohon bermaksud menikahi Fulanah dengan harapan bisa 
mendapatkan keturunan. 
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Fulanah telah diketahui oleh 
Termohon. 
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan menyetujui rencana pernikahan 
Pemohon dengan Fulanah. 
- Bahwa antara Fulanah dengan Termohon telah saling mengenal dan saling 
menghormati satu dengan lainnya. 
- Bahwa secara ekonomis, Pemohon sanggup untuk menghidupi secara adil 
istri dan Fulanah jika keduanya menikah nanti karena Pemohon 
mempunyai pekerjaan yang berpenghasilan rata-rata lebih dari Rp 
15.000.000,00 per bulan. 
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- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah termasuk orang yang baik 
serta amanah sehingga dapat berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anak 
nanti. 
- Bahwa antara Pemohon dengan Fulanah tidak ada hubungan pertalian 
darah, semenda maupun saudara sesusuan satu dengan lainnya. 
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon, keduanya telah 
memiliki harta bersama berupa sebuah mobil Mitsubishi Lancer. 
- Bahwa hanya harta tersebut sebagai harta yang diperoleh Pemohon dan 
Termohon selama mereka sebagai suami istri. 
Bahwa Pemohon pada akhirnya menyatakan bahwa tidak akan 
mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun serta memohon putusan. 
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang 
terurai pada berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak 
terpisahkan dari putusan ini. 
PERTIMBANGAN HUKUM 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon 
sebagaimana telah diuraikan di muka. 
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, 
Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan. 
Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk 
berpikir secara matang dengan menggambarkan aspek kewajiban dan tanggung 
jawab yang ditimbulkan akibat pernikahan poligami, akan tetapi Pemohon tetap 
pada permohonannya. 
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Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa perkara izin 
poligami tidak termasuk perkara yang wajib untuk menepuh proses mediasi 
sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena yang menjadi objek 
pemeriksaannya adalah legalitas izin poligami terhadap syarat-syarat poligami 
sebagaimana ketentuan yang berlaku. 
Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya bermohon kepada 
Pengadilan Agama Sungguminasa agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami) 
dengan perempuan bernama Fulanah binti Abd. Azis dengan alasan Pemohon 
ingin mendapatkan keturunan. Pemohon telah mendapat izin dari Termohon untuk 
menikah lagi. Pemohon menyatakan bersedia untuk berlaku adil terhadap istri-istri 
dan anak-anaknya nanti dan Pemohon adalah orang yang mampu untuk 
berpoligami. 
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,  
Pemohon mengajukan alat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan  P-9 
yang telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian. 
Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. 
Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga 
mengajukan alat bukti dua orang saksi. Dua orang saksi yang diambil 
kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di 
depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah 
disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga berdasarkan Pasal 171 R.Bg. 
dan Pasal 172 R.Bg. secara hukum telah memenuhi syarat formal. 
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Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki 
alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian 
satu dengan lainnya sehingga berdasarkan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. 
secara hukum telah memenuhi syarat materil. 
Menimbang,  bahwa  dengan  dipenuhinya  syarat  tersebut, alat bukti 
kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan 
dipertimbangkan. 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti  P-1, P-2 dan kesaksian saksi-saksi 
Pemohon dalam persidangan, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri 
yang menikah pada tahun 2006. Setelah menikah, keduanya hidup rukun sampai 
sekarang. Hal tersebut sesuai pula dengan pengakuan Termohon dalam 
persidangan. 
Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang juga didukung 
dengan alat bukti P-7, P-8, P-9 dan kesaksian saksi-saksi Pemohon, terbukti 
bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta 
bersama berupa sebuah mobil Sedan Mitsubishi Lancer. 
Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan, 
terbukti bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi dengan perempuan lain yang 
bernama Fulanah.  Antara Fulanah dengan Pemohon dan Termohon tidak 
mempunyai hubungan keluarga / darah satu dengan lainnya. Fulanah bersedia 
dinikahi sebagai istri kedua Pemohon. hal tersebut berkorelasi dengan keterangan 
Fulanah dalam persidangan.  
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Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan, 
terbukti bahwa Termohon sebagai istri pertama Pemohon  tidak berkeberatan 
terhadap rencana perkawinan kedua Pemohon dengan Fulanah tersebut. Hal 
tersebut memiliki korelasi dengan bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Memberi 
Izin Berpoligami yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon pada tanggal 9 
Febaruari 2017. 
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-3 dan kesaksian saksi-saksi 
dalam persidangan, antara Fulanah dengan Termohon sudah saling mengenal dan 
terjalin komunikasi satu dengan lainnya. Di samping itu, Fulanah sebagai istri 
kedua nantinya bersedia untuk tidak bersifat egois dan mendukung Pemohon 
untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya nanti sebagaimana 
keterangan Fulanah dalam persidangan. 
Menimbang bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi Pemohon, Pemohon 
bermaksud menikah lagi (poligami) dengan Fulanah karena selama pernikahannya 
Pemohon dan Termohon kurang lebih 11 tahun belum dikaruniai keturunan. 
Pemohon dan Termohon telah berusaha baik secara medis maupun dengan cara 
tradisional akan tetapi belum berhasil. Hal tersebut sesuai dengan pengakuan 
Termohon sendiri dalam persidangan. 
Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi Pemohon dalam 
persidangan, terbukti Pemohon sanggup memberikan jaminan kehidupan dan 
berlaku adil untuk Termohon maupun kepada Fulanah. Pemohon sebagai seorang 
pengusaha/wiraswasta mempunyai pekerjaan yang penghasilannya rata-rata lebih 
dari Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulannya.  Kondisi tersebut 
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memiliki korelasi dengan bukti P-3 dan P-6 berupa Surat Keterangan Penghasilan 
dan Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon 
pada tanggal 9 Februari 2017. 
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-5 dan kesaksian saksi-saksi 
dalam persidangan, terbukti calon istri kedua Pemohon yang bernama Fulanah 
binti Abd. Azis adalah janda yang telah bercerai dengan suaminya pada tahun 
2013. Antara Pemohon dan Fulanah binti Abd. Azis bukan bersaudara kandung 
dan juga tidak termasuk saudara sesusuan, begitu pula antara Fulanah bin Abd. 
Azis dengan Termohon bukan bersaudara kandung dan juga tidak termasuk 
saudara sesusuan satu dengan lainnya. 
Menimbang,  bahwa  setelah dilakukan konstatir terhadap data-data di 
persidangan maka ditemukan fakta-fakta (fakta hukum) di sebagai berikut : 
1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006. 
Setelah menikah, keduanya hidup rukun sampai sekarang dan dari 
pernikahannya belum dikaruniai keturunan. Keduanya telah memperoleh harta 
bersama berupa mobil sedan Mitsubishi Lancer. 
2. Pemohon ingin menikah lagi (poligami) dengan perempuan lain yang bernama 
Fulanah binti Abd. Azis.  Antara Fulanah dengan Pemohon dan Termohon 
tidak mempunyai hubungan keluarga / darah atau termasuk saudara sesusuan 
satu dengan lainnya. Fulanah bersedia dinikahi sebagai istri kedua Pemohon. 
3. Termohon sebagai istri pertama Pemohon  tidak berkeberatan terhadap 
rencana perkawinan kedua Pemohon dengan Fulanah binti Abd. Azis tersebut. 
Antara Fulanah dengan Termohon sudah saling mengenal dan terjalin 
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komunikasi satu dengan lainnya. Fulanah sebagai istri kedua nantinya bersedia 
untuk tidak bersifat egois dan mendukung Pemohon untuk berlaku adil 
terhadap istri-istri dan anak-anaknya nanti. 
4. Pemohon ingin menikah lagi (poligami) dengan Fulanah karena Pemohon 
belum dikaruniai keturunan dari pernikahan dengan Termohon meskipun usia 
pernikahannya telah 11 tahun lamanya. 
5. Pemohon sanggup memberikan jaminan kehidupan dan berlaku adil untuk 
Termohon maupun kepada Fulanah. Pemohon sebagai seorang 
pengusaha/wiraswasta mempunyai pekerjaan yang penghasilannya rata-rata 
lebih dari Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulannya  
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang 
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam 
pengajuan permohonan izin poligami yaitu syarat alternatif adalah : 
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undng 
Nomor 1 Tahun 1974 selain syarat alternatif tersebut, dalam pengajuan 
permohonan izin poligami harus memenuhi seluruh syarat yang bersifat kumulatif 
sebagai berikut: 
a. Adanya persetujuan dari istri; 
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri 
dan anak-anak mereka; 
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c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-
anak. 
Menimbang, bahwa mengenai syarat alternatif tersebut di atas, yang 
dimaksud adalah salah satu di antara tiga syarat tersebut yang harus dipenuhi oleh 
Pemohon dalam mengajukan izin poligami. 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, selama 
usia pernikahan kurang lebih 11 tahun lamanya, Pemohon dan Termohon belum 
dikaruniai keturunan. Pemohon dan Termohon telah berusaha baik melalui medis 
maupun cara tradisional untuk mendapatkan keturunan akan tetapi belum berhasil. 
Hal tersebut sesuai dengan alasan poligami dalam permohonan Pemohon. 
Termohon pun dalam persidangan mengakui bahwa Termohon kesulitan 
mendapatkan keturunan.  Termohon menyatakan dalam persidangan kesediaannya 
dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami). Hal tersebut 
berkorelasi dengan bukti P-4 berupa pernyataan Termohon bersedia dipoligami 
maka majelis hakim mengganggap bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan izin 
poligami telah memenuhi salah satu syarat alternatif sebagaimana diatur dalam 
Pasal 4 ayat (2) huruf (c) tersebut di muka. 
Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat 
bahwa secara sosiologis religius, Pemohon dan Fulanah binti Azis selayaknya 
menikah untuk menghindari fitnah dan tidak terjerumus dalam perbuatan-
perbuatan yang dilarang dalam hukum agama, budaya dan sosial kemasyarakatan. 
Menimbang, bahwa mengenai syarat kumulatif untuk melakukan 
poligami, syarat kumulatif yang pertama adalah adanya persetujuan istri. 
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Termohon dalam persidangan secara jelas menyatakan persetujuannya dan hal 
tersebut sesuai dengan alat bukti P-4. Secara gramatikal, kata persetujuan 
bermakna pernyataan setuju atau kata sepakat antara kedua belah pihak dan telah 
didukung pula oleh keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa Termohon 
telah memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan Fulanah, maka 
Pengadilan menilai bahwa keinginan Pemohon untuk berpoligami tersebut 
merupakan alternatif yang baik dan tidak menimbulkan konflik (bermasalah), oleh 
karena itu dapat dipertimbangkan. 
Menimbang, bahwa syarat kumulatif yang kedua adalah adanya kepastian 
bahwa Pemohon mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-
anak, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, 
penghasilan Pemohon sebagai pelaku wiraswasta rata-rata lebih dari Rp 
15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan sehingga apabila Pemohon 
menikah lagi dengan Fulanah binti Abd. Azis tersebut tidak akan mengurangi 
beban hidup yang akan ditanggung oleh Pemohon pada istri-istri serta bila 
dibandingkan dengan batas minimal biaya hidup sesuai kondisi di Kabupaten 
Gowa saat ini, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon termasuk orang 
yang mampu untuk berpoligami. 
Menimbang, bahwa syarat kumulatif ketiga adalah jaminan dari Pemohon 
untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak. Adil adalah sikap yang 
proporsional dan tidak berbuat zalim sehingga untuk menilai adanya jaminan 
Pemohon untuk berlaku adil  dalam berpoligami adalah dengan pernyataan 
Pemohon dalam persidangan sebagaimana bukti P-3, bahwa Pemohon sanggup 
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berlaku adil kepada istri-istri  dan anak-anak serta sikap Pemohon yang 
proporsional dan tidak berlaku zalim terhadap Termohon. Hal tersebut didasarkan 
pada pemikiran bahwa jika kepada satu istri saja tidak dapat bersikap proporsional 
dan berlaku zalim, maka tidak mungkin dapat berlaku adil kepada kedua orang 
istri (poligami). 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, 
Termohon  mengetahui jika Pemohon ada hubungan dengan Fulanah. Setelah 
mengetahuinya, Pemohon dan Termohon tetap hidup rukun dan damai, tidak ada 
perselisihan dan pertengkaran sehingga patut diduga bahwa secara umum 
Pemohon telah memperlakukan Termohon secara baik sampai sekarang. 
Menimbang, bahwa Pengadilan juga telah mendengar keterangan dari 
Fulanah binti Abd. Azis yang menyatakan bahwa Fulanah binti Abd. Azis pun 
menyadari keadaan Pemohon yang telah beristri dan bersedia menjadi istri kedua 
Pemohon. Berdasarkan pernyataan tersebut maka terdapat dugaan kuat bahwa 
perkawinan Pemohon dengan Fulanah binti Azis nanti tidak akan menimbulkan 
permasalahan karena Pemohon dapat berlaku adil kepada istri-istrinya. 
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Alquran surah Annisa’ 
ayat (3) yang artinya “Nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai, dua, 
tiga, atau empat. Jika kamu takut untuk tidak dapat berlaku adil  maka kawinilah 
seorang saja”. 
Menimbang, bahwa syarat utama untuk dapat berpoligami adalah berlaku 
adil dalam pengertian proporsional dan tidak berbuat zalim dalam sikap dan 
pemenuhan kebutuhan istri-istri secara ma’ruf. 
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, antara 
Pemohon dengan Fulanah binti Abd. azis tidak ada larangan untuk menikah dan 
tidak ada hubungan sepersusuan serta status Fulanah tidak dalam pinangan laki-
laki lain, dengan demikian antara Pemohon dengan Fulanah dinilai tidak ada 
halangan untuk menikah. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 
muka, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk berpoligami 
telah memenuhi ketentuan hukum Islam sehingga dapat dikabulkan dan 
Pengadilan mengizinkan Pemohon untuk berpoligami dengan Fulanah sebagai 
istri keduanya.  
Menimbang, bahwa selain mengajukan izin poligami, Pemohon juga 
mengajukan permohonan penetapan harta bersama antara Pemohon dan 
Termohon yang diperoleh selama terikat dalam perkawinan sampai dengan 
Pemohon  menikah lagi dengan Fulanah binti Abd. Azis. Permohonan penetapan 
harta bersama yang diajukan Pemohon menjadi sangat relevan untuk 
dipertimbangkan berkaitan dengan dikabulkannya permohonan izin poligami 
Pemohon, meskipun secara yuridis tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit 
mengatur tentang penetapan harta bersama selama suami istri terikat dalam 
perkawinan. Meskipun demikian majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara 
poligami sangat menitikberatkan pada nilai keadilan, dalam hal ini keadilan 
seorang suami terhadap istri-istri termasuk keadilan dalam hal perolehan harta 
bersama dalam perkawinan. 
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Menimbang, bahwa dalam konteks poligami, penetapan harta bersama 
dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi istri-istri yang dipoligami. 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa 
Pemohon dan Termohon selama terikat perkawinan telah memperoleh harta 
bersama berupa sebuah mobil sedan Mitsubishi Lancer Nomor Polisi DW 818 EL. 
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh 
selama perkawinan menjadi harta bersama. Berdasarkan pertimbangan tersebut, 
maka permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama antara Pemohon 
dan Termohon dapat dikabulkan.   
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka 
biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. 
Memperhatikan, segala ketentuan hukum  dan peraturan perundang-
undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.  
3. Mengadili 
- Mengabulkan permohonan Pemohon. 
- Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menikah yang kedua kalinya 
dengan seorang perempuan yang bernama Fulanah binti Abd. Azis. 
- Menetapkan harta berupa sebuah mobil sedan Mitsubishi Lancer merupakan 
harta bersama Pemohon dan Termohon. 
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- Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 
391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). 
Demikian putusan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan 
dalam sidang musyawarah pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017 M yang 
bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1438 H  oleh Drs. Ahmad Nur, M.H. 
sebagai ketua majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Uten Tahir, 
S.HI., M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut dibacakan 
pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis 
tersebut dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Tenri, 
S.Ag. sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon. 
                   
 
Perincian Biaya Perkara : 
1. Pendaftaran   Rp      30.000,00 
2. Proses    Rp      50.000,00 
3. Pemanggilan   Rp    300.000,00 
4. Redaksi    Rp         5.000,00 
5. Meterai    Rp         6.000,00 
Jumlah    Rp     391.000,00 
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D. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Perkara Izin Poligami 
di Pengadilan Agama Sungguminasa 
Bahwa menurut pasal 4 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 
bilamana seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang harus ada 
alasan diantaranya:
4
 
1. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 
2. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan. 
3. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
Bahwa alasan-alasan sebagaimana yang diketengahkan oleh pasal 4 ayat 2 
undang-unadang nomor 1 tahun 1974 tersebut merupakan alasan yang bersifat 
alternatif, artinya apabila seorang suami hanya mempunyai satu alasan diantara 
ketiga alasan tersebut diatas, maka alasan tersebut dapat diterima. 
Bahwa selain alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 
undang-undang nomor 1 tahun 1974 juga ada persyaratan-persyaratan 
sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 5 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 
1974 yaitu: 
1. Adanya persetujuan istri atau istri-istri mereka secara tertulis dan bisa 
dinyatakan secara lisan didepan sidang pengadilan, untuk menghindar dari 
                                                          
4
 Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.Hi., M.HI, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, 
Wawancara, Gowa, 20 Juni 2017. 
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pemalsuan surat persetujuan apabila persetujuan tersebut tertulis, maka 
sebaiknya mendengarkan langsung dari istri didepan sidang. 
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup istri-istri 
dan anak-anaknya secara tertulis. 
Dalam menentukan ukuran mengenai jaminan keperluan hidup istri dan 
anak-anak mereka, maka majelis hakim dapat melihat dan mengetahui jumlah 
kekayaan dengan didasarkan pada surat keterangan penghasilan suami yang 
ditandangani oleh bendahara yang diketahui oleh pimpinan tempat suami bekerja 
atau yang dibuat suami yang diketahui kepala desa suami bertempat tinggal atau 
dapat dilihat dari surat keterangan pajak penghasilan atau surat- surat keterangan 
yang lain yang dapat diterima oleh pengadilan. Jadi kepastian yang dimaksud 
dalam ketentuan ini adalah suatu penilaian hakim berdasarkan kekayaan yang ada 
pada pemohon pada saat permohonan diajukan, bukan kepastian yang bersifat 
mutlak. 
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri- istri dan anak- 
anaknya secara tertulis. 
Untuk menentukan adanya jaminan atau tidak dari suami untuk beraku adil 
terhadap istri- istri dan anak-anaknya dalam hal yang sulit, maka yang dapat 
dilakukan hakim adalah meminta surat pengakuan atau surat pernyataan bahwa 
suami akan mengaku berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Dan 
apabila suami menyalahi pernyataan jaminan tersebut, maka istri dapat menuntut 
keadilan pada pengadilan. 
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Didalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan sebagaimana di 
dalam pasal 57 dengan mengunakan syarat-syarat tertentu yaitu Pengadilan 
Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari 
seorang apabila: 
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri 
b. Isttri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
Adapun pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa 
dalam memberikan izin poligami adalah bahwa permohonan pemohon untuk 
melakukan poligami sekurang – kurangnya ada dua unsur atau pilar hukum yang 
harus dipenuhi, yaitu : 
a. Hubungan hukum antara Pemohon, Termohon dan Calon istri Pemohon. 
b. Adanya alasan atau syarat untuk poligami. 
Masih telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
- Bahwa kedua saksi I maupun saksi II mengenal Pemohon dan Termohon 
sebagai suami istri sah; 
- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui sampai sekarang antara Pemohon dan 
Termohon senantiasa dalam keadaan rukun dan harmonis dan tidak dikarunia 
seorang anak; 
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- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui bahwa pemohon berkehendak untuk 
menikah lagi dengan seorang perempuan yang bertempat tinggal di kabupaten 
gowa, namun kedua saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui nama 
perempuan tersebut; 
- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui bahwa termohon telah memberi izin 
pemohon selaku suaminya untuk beristri atau poligami 
- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui pekerjaan dan Penghasilan Pemohon 
yaitu Wiraswasta dan mempunyai penghasilan bulan rata-rata Rp 15. 000. 
000,00 
- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon 
keduanya telah memiliki harta bersama dan sebuah mobil Mitsubishi Lancer. 
Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan pemohon diatas, 
telah cukup bagi majelis hakim menemukan fakta-fakta persidangan sebagai 
berikut: 
- Bahwa Pemohon dan Termohonn adalah suami istri sah dan tidak dikarunia 
seorang anak. 
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sampai saat ini senantiasa dalam keadaan 
rukun dan harmonis; 
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami di pengadilan agama 
setelah mendapat izin/persetujuan dari Termohon selaku istri; 
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai istri-
istri dan anak-anaknya nanti; 
 
 
 
74 
 
 
- Bahwa Pemohon menyatakan siap berlaku adil terhadap istri-istrinya; 
- Bahwa Pemohon dan Termohon menerangkan bahwa ada harta yang 
diperoleh selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon berupa harta 
bersama dan sebuah mobil Mitsubihsi Lancer. 
Pada unsur hukum yang pertama yaitu hubungan hukum antara Pemohon, 
Termohon dan Calon Istri pemohon. Berdasarkan keterangan Pemohon, 
Termohon dan Calon Istri Pemohon dan orang tua Calon istri Pemohon yang 
dikaitkan dengan keterangan saksi, telah terbukti antara termohon, pemohon dan 
calon istri pemohon adalah orang lain, tidak mempunyai hubungan darah, tidak 
saudara sesusuan. 
Adapun pertimbangan hukum tentang termohon mengizinkan pemohon 
untuk menikah lagi (poligami) karena Termohon telah mengenal calon istri 
pemohon dengan cukup baik, sehingga pemohon dengan yakin meminta 
persetujuan dari Termohon untuk diizinkan menikah lagi dengan calon istri 
pemohonan, maka syarat adanya persetujuan istri sebagaimana pada pasal 5 
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak bisa diberlakuan secara mutlak. 
Oleh karena itu harus dipenuhi unsur hukum yang kedua yaitu adanya 
alasan atau syarat untuk poligami, di pertimbangkan sebagai berikut: 
a. Bahwa Al-Qur’an sebagai dasar hukum utama dalam Islam tidak 
menyebutkan adanya beberapa alasan untuk berpoligami, sebagaimana 
tersebut dalam pasal 4 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 
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57 Kompilasi Hukum Islam, Kecuali syarat untuk berlaku adil terhadap 
istri-istrinya sebagaimana dalam Surat An- Nisa 3 
b. Bahwa syarat adanya jaminan suami akan berlaku adil dalam Islam telah 
tercantum dalam pasal 5 ayat 1c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, 
bahkan lebih ditegaskan lagi dalam pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum 
Islam yang menyatakan bahwa suami harus mampu berlaku adil terhadap 
istri – istri dan anak – anaknya menjadi syarat utama. 
c. Bahwa untuk menyeleraskan konsep hukum islam dengan Undang – 
Undang Nomor 1 tahun 1974, maka dalam pasal 59 Kompilasi Hukum 
Islam disebutkan bahwa akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-
anak tidak hanya sebagai syarat utama akan tetapi sekaligus menjadi salah 
satu alasan untuk melakukan poligami, yang bunyi lengkapnya sebagai 
berikut : 
“Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan 
permohonan untuk beristri lebih dari satu orang 
berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 
55 ayat 2 dan 57, pengadilan Agama dapat menetapkan 
tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar 
istri yang bersamgkutan.” 
Dalam hal dimadu tidak ada seorang istripun yang menginginkannya, 
namun berdasarkan beberapa pertimbangan hakim yang termuat dalam salinan 
putusan tersebut diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi 
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dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami bagi pihak yang 
bersangkutan ialah dengan melihat persyaratan – persyaratan  yang harus di penuhi 
oleh pihak terkait disertai dengan alasan –alasan yang kuat yang mendasari 
keinginan pihak tersebut serta dapat dibuktikan secara langsung dan dapat 
mengahadirkan saksi – saksi yang benar benar mengetahui mengenai permasalah 
tersebut. Apabila kesemua hal tersebut telah dipenuhi maka hakim dapat 
memberikan atau menetapkan izin poligami bagi pihak pemohon tersebut. 
E. Dampak Poligami Bagi Keluarga 
Poligami yang di lakukan pastinya akan berdampak pada keluarga 
poligami seperti yang terjadi pada keluarga Poligami di kabupaten gowa yang 
tidak ingin di sebutkan namanya. Poligami adalah salah satu jalan dalam islam 
untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan terjadi pada kehidupan 
keluarga. Misalnya persinahan yang di lakukan oleh suami, yang sudah tidak lagi 
diberikan kebutuhan biologis oleh istrinya. Dan hal-hal lain yang dapat merujuk 
pada perceraian. 
Dampak Poligami bagi keluarga yaitu: Dampak Positif Poligami menurut 
pengakuan salah satu korban poligami dalam perkara di Pengadilan Agama 
Sungguminasa. 
Wawancara kepada Hakim dan data hasil mediasi perkara-perkara di 
dalam Pengadilan Agama Sungguminasa mendapatkan informasi mengenai 
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dampak positif poligami bagi kehidupan keluarga, adapun dampak positifnya 
ialah, dalam gambaran umum yaitu: 
1. Terhindar dari maksiat dan sina. 
2. Memperbanyak Keturunan. 
3. Kebutuhan seksual (biologis) suaminya terselesaikan ketika istri terdahulu 
tidak mampu untuk memberikan kebutuhan pada suaminya. 
4. Istri terpacu melakukan hal yang baik kepada suaminya karena ada yang lain. 
5. Melatih kesabaran dalam menghadapi keluarga dan terhindar dari segi egois 
yang berlenihan.
5
 
Dampak poligami bagi keluarga yaitu: Dampak Poligami menurut 
pengakuan salah satu korban poligami dalam perkara di Pengadilan Agama 
Sungguminasa. 
1. Dampak Secara Perasaan 
Menurut pengakuan bahwa perasaan yang dirasakan dan menyalahkan diri 
karena merasa tindakan yang dilakukan oleh suaminya, itu disebabkan karena 
ketidak mampunya melaksanakan tugasnya sebagai istri yatiu memenuhi 
kebutuhan biologis suami yang mengakibatkan suaminya melakukan 
poligami. 
 
 
                                                          
5
 Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara, Kantor Pengadilan Agama 
Sungguminasa 20 juni 2017 
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2. Dampak secara ekonomi 
Faktor ekonomi juga menjadi kendala karena ketergantungan dalam wilayah 
ekonomi apa lagi memang dalam kehidupan keluarga hanya suami yang 
mencari nafkah, menurut pengakuan tidak bisa pungkri bahwa terkadang 
suami lebih memperhatikan istri muda di bandingkan istrinya yang 
terdahulunya, walaupun sudah ada pengakuan akan berlaku adil didalam 
keluarga. 
3. Keharmonisan dalam keluarga 
Timbulnya rasa dengki dan terjadi permusuhan antara istri baru dan yang 
terdahulu karena di dasari suami biasanya lebih perhatian dengan istri 
barunya. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Bahwa menurut pasal 4 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, 
bilamana seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang harus ada 
alasan diantaranya: 
1. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 
2. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan. 
3. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
Bahwa selain alasan- alasan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga ada persyaratan- persyaratan 
sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal pasal 5 ayat 1 Undang- Undang Nomor 
1 Tahun 1974 yaitu: 
1. Adanya persetujuan istri atau istri-istri mereka secara tertulis dan bisa 
dinyatakan secara lisan didepan sidang pengadilan, untuk menghidari dari 
pemalsuan surat persetujuan apabila persetujuan tersebut tertulis, maka 
sebaiknya mendengarkan langsung dari istri didepan sidang. 
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup istri- 
istri dan anak- anak mereka secara tertulis. 
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri- istri dan 
anak- anak mereka secara tertulis. 
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Adapun pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Sungguminasa 
dalam memberikan izin poligami adalah bahwa permohonan pemohon untuk 
melakukan poligami sekurang- kurangnya ada dua unsur atau pilar hukum yang 
harus dipenuhi, yaitu: 
a. Hubungan hukum antara Permohon, Termohon dan Calon istri Pemohon. 
b. Adanya alasan atau syarat untuk poligami. 
 
B. Saran 
Berkenaan dengan beberapa kesimpulan diatas selanjutnya diajukan saran- 
saran sebagai berikut: 
1. Agar pengajuan Permohonan Izin Poligami pada Pengadilan Agama 
Sungguminasa dapat di terima dan dip roses maka harus memenuhi syarat- 
syarat dan prosedur sebagaimana yang telah di paparkan dalam skripsi ini. 
2. Sebaiknya dalam mengajukan Permohon poligami, seorang pemohon harus 
memberikan alasan- alasan yang jelas dalam Permohonannya sehingga 
memudahkan hakim dan memberikan putusan. 
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